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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pengamanan dan 
pengolahan tempat kejadian perkara dalam keberhasilan penyidikan oleh penyidik 
kepolisian beserta faktor penghambat pada pelaksanaan pengamanan tempat 
kejadian perkara beserta solusinya. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode penelitian hukum yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
jenis penelitian hukum deskriptif. Dari hasil penelitian tata cara pelaksanaan 
pengamanan dan pengolahan tempat kejadian perkara oleh penyidik kepolisian 
berpedoman pada dua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 
Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang 
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Kesimpulan dari penelitian ini adanya 
kesesuaian antara pedoman pelaksanaan pengamanan dan pengolahan tempat 
kejadian perkara dengan pelaksanaan pengamanan dan pengolahan tempat 
kejadian perkara yang dilakukan penyidik kepolisian sector colomadu. Hambatan 
ditimbulkan dari keterbatasannya kemampuan penyidik dan rusaknya kondisi 
tempat kejadian perkara.  
 





 This study aims to determine the procedures to implement the security and 
processing the crime scene in the success of the investigation by the police 
investigators as well as an inhibiting factor in securing the implementation of the 
crime and its solution. The method used is the juridical empirical legal research 
methods. This type of research is descriptive law research. From the research 
procedures of securing and processing the crime scene by police investigators 
based on the two-Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police and the 
Police Regulation No. 14 Year 2012 on the Crime Investigation Management. The 
conclusion of this study is compatibility between guidelines for the 
implementation of security and processing the crime scene with the 
implementation of security and processing the crime scene conducted by 
Colomadu police investigators sector. Barriers arising from limit the ability of 
investigators and the destruction of the conditions of the crime. 
  





Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan 
ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun 
masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan 
hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  
Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat memerlukan berbagai 
macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun 
kepentingan dalam masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan 
itu mengakibatkan pertentangan, dalam hal ini yang berhubungan atau dalam 
lingkup hukum pidana. Oleh karena itu diperlukan suatu hukum acara pidana yang 
menjadi saluran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan 
melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana.
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Hukum Acara Pidana merupakan hukum yang memuat peraturan-
peraturan untuk melaksanakan hukum pidana, karena hukum acara pidana 
mempunyai fungsi sebagai alat untuk menyelesaikan segala kepentingan yang 
berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum 




Tindakan penyidikan dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti  supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan jelas, serta 
agar dapat menemukan dan menentukan siapa pelakunya.  
Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah 
(1) Ketentuan tentang alat-alat penyidik, (2) Ketentuan tentang diketahuinya 
terjadinya delik, (3) Pemeriksaan di tempat kejadian, (4) Pemanggilan tersangka 
atau terdakwa, (5) Penahanan sementara, (6) Penggeledahan, (7) Pemeriksaan atau 
interogasi, (8) Berita Acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di 
tempat), (9) Penyitaan, (10) Penyampingan perkara, Pelimpahan perkara kepada 
penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan
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Penanganan tempat kejadian perkara adalah tindakan penyidik yang 
dilakukan di TKP yang menyelenggarakan kegiatan dan tindakan yang dilakukan 
di tempat kejadian perkara yang terdiri dari tindakan pertama di tempat kejadian 
perkara (TPTKP) dan pengolahan tempat kejadian perkara. Tindakan pertama di 
tempat kejadian perkara adalah tindakan yang harus dilakukan segera setelah 
terjadinya suatu tindak pidana untuk melakukan pertolongan/perlindungan kepada 
korban/anggota masyarakat serta penutupan dan pengamanan tempat kejadian 
perkara guna persiapan penyidikan selanjutnya. Pengolahan tempat kejadian 
perkara adalah tindakan atau kegiatan-kegiatan setelah tindakan pertama di tempat 
kejadian perkara dilakukan dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, 
menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta 
identitas tersangka guna memberi arah terhadap penyidikan Selanjutnya.
4
   
Pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) merupakan kunci 
keberhasilan upaya pengungkapan kasus tindak pidana, penanganan yang baik, 
cepat, tepat, dan dilaksanakan secara profesional merupakan pertanda akan 
tercapainya keberhasilan penyidik untuk membuat jelas dan terang perkara yang 
dihadapi. Sebaliknya bilamana penanganan di TKP tidak dilakukan secara 
profesional, maka jangan berharap pengungkapan kasus dapat berjalan dengan 
mulus, bahkan tidak jarang menemukan jalan buntu.
5
  
Masalah yang dikaji di penelitian ini adalah (1) Bagaimana tindakan 
penyidik dalam mengamankan tempat kejadian perkara? (2) Apa urgensi 
pengamanan tempat kejadian perkara dalam keberhasilan penyidikan? (3) Faktor 
apa saja yang menjadi kendala penyidik dalam mengamankan tempat kejadian 
perkara? Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui tindakan penyidik 
dalam mengamankan tempat kejadian perkara (2) Untuk mengetahui faktor yang 
menjadi kendala bagi penyidik dalam melaksanakan olah tempat kejadian perkara. 
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Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
pendekatan yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk 
mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran atau fakta dan mengkaji 
secara yuridis tentang bagaimana penyidik dalam mengamankan tempat kejadian 
perkara dan melaksanakan olah tempat kejadian perkara. Pendekatan empiris 
digunakan untuk menjawab rumusan masalah karena data yang akan disajikan 
dalam pembahasan adalah hasil dari wawancara langsung. 
Jenis penelitian ini deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin 
tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.
6
 Dalam penelitian ini penulis 
akan mendiskripsikan mengenai Tindakan penyidik dalam mengamankan tempat 
kejadian perkara dan hubungannya dengan keberhasilan penyidikan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Tindakan Penyidik dalam Mengamankan Tempat Kejadian Perkara 
Sesaat setalah para anggota mengetahui atau menerima adanya laporan 
tentang terjadinya suatu tindak pidana, Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit 
Reskrim) atas perintah Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Colomadu bergegas 
membentuk Tim Identifikasi Olah Tempat Kejadian Perkara guna melakukan 
Pengamanan di Tempat Kejadian Perkara sekaligus melakukan Tindakan Pertama 
di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) serta Olah TKP. Anggota tim olah TKP 
tersebut adalah Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) yang terdiri dari beberapa 
penyidik dan penyidik pembantu yang akan melakukan penyelidikan dan 
penyidikan sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana yaitu:“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.7  
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Perencanaan penanganan tempat kejadian perkara dimulai dari Kepala Tim 
Olah TKP menyusun rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu 
mengawasi dan mengendalikan tim dalam melakukan pengolahan tempat kejadian 
perkara serta Kepala Tim Olah TKP menunjuk dan membagi tugas kepada 
anggota tim sesuai dengan keahlian masing-masing, dan kemudian semua anggota 
bersama-sama mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan penanganan 
TKP dengan membawa sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan tersebut. 
Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan penanganan 
Tempat Kejadian Perkara tersebut, meliputi (1) Garis Polisi (Police Line) (2) Tas 
Kit (3) Kompas (4) Sarung Tangan (5) Alat Pengukur Jarak (Meteran) (6) Alat 
Pemotret (7) Senjata Api, Borgol, Pisau, dan Gunting (8) Tali, Kapur Tulis, Label, 
dan Lak (9) Alat Pembungkus Barang Bukti (10) Buku Catatan dan Alat Tulis 




Sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Olah TKP 
Kepolisian Republik Indonesia, Polsek Colomadu melakukan serangkaian 
tindakan di tempat kejadian perkara juga berpedoman dan berdasarkan pada teori-
teori yang telah diatur dalam ketentuan polri. Disamping hal-hal yang dilakukan 
oleh pihak kepolisian saat tiba di TKP tersebut, sebagian dari penyidik melakukan 
penyisiran disekitar TKP guna menemukan benda-benda lain maupun pihak yang 
dicurigai mempunyai ketersangkutan dengan tindak pidana yang terjadi ditempat 
kejadian perkara itu dan jika ditemukan maka penyidik akan menyita barang-
barang yang ditemukan atau ditinggal oleh tersangka, apabila dalam 
penyisiranyannya tersebut penyidik dapat menemukan pelakunya atau orang yang 
disangka melakukan tindak pidana di tempat tersebut maka dilakukan 
penangkapan dan memisahkannya dengan saksi-saksi yang berada di TKP dengan 
maksud agar tidak saling mempengaruhi sehingga malah menyulitkan petugas 
penyidik untuk mendapatkan keterangan yang sebenarnya. Sebaliknya, jika 
ditempat kejadian perkara tersebut polisi belum berhasil menemukan pelakunya, 
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maka pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan masyarakat sekitar yang 
kemungkinan mengetahui tindak pidana yang terjadi untuk menggali dan mencari 
tau siapa pelakunya dengan menanyakan ciri-ciri pelaku ataupun identitas pelaku.
9
 
Oleh karenanya dalam penanganan tempat kejadian perkara yang 
dilaksanakan oleh tim, diperlukan adanya bantuan dari masyarakat yang 
mengetahui atau menyaksikan dengan memberikan keterangan-keterangan kepada 
aparat yang sedang melakukan penanganan untuk membuat titik terang 
mengemukakan hal-hal apa saja yang terjadi di tempat tersebut dan menemukan 
siapakah pelakunya. Ketika penanganan telah dilakukan, maka selanjutnya akan 
dibuat sketsa dengan maksud untuk menggambarkan kondisi TKP dan sebagai 
bahan untuk mengadakan rekronstruksi atau reka ulang serta membuat laporan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Barang bukti yang dikumpulkan oleh penyidik maupun penyidik pembantu 
yang melaksanakan kegiatan pengolahan tempat kejadian perkara hanyalah barang 
yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang terjadi secara objektif, transparan, 
dan akuntabel serta disetiap kegiatan yang dilakukan dalam proses penanganan 
TKP selalu dibuat laporan dalam bentuk BAP.  
3.2. Urgensi Pengamanan TKP dalam Keberhasilan Penyidikan 
Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan bagian pokok dari pangkal 
pengungkapan perkara pidana pada saat terjadi peristiwa pidana karena ditempat 
kejadian perkara dapat ditemukan interaksi antara pelaku kejahatan (tersangka), 
barang bukti yang digunakan dan saksi/korban kejahatan.
10
  
Berawal dari titik utama, Pengamanan TKP dan olah tempat kejadian 
perkara merupakan salah satu bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut 
penyidikan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses 
penyidikan, karena bukti yang biasa dijadikan bukti utama oleh penyidik adalah 
bukti yang diperoleh dari tempat dimana tindak pidana terjadi, tempat dimana 
korban ditemukan, dan tempat dimana pelaku ditemukan. Pada semua tempat 
                                                          
9
Aiptu Giyanto, Penyidik Tim Identifikasi Polsek Colomadu, Wawancara Pribadi, Colomadu, 
Senin 31 Oktober 2016 pukul 09.45 wib 
10




tersebut perlu dilakukan pengolahan tempat kejadian perkara guna menemukan 
bukti-bukti yang dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi. Selain olah 
TKP masih ada kegiatan penyidikan yang lain yaitu: penangkapan, penahanan, 
penggeledahan, penyitaan. Semua kegiatan tersebut ditujukan untuk mencari dan 
menemukan bukti-bukti guna mengungkapkan kebenaran mengenai tindak pidana 
yang terjadi dan menemukan tersangkanya.  
Dapat diungkapnya tersangka atau pelaku kejahatan pada perbuatan pidana 
semua berawal dari tempat kejadian perkara, sebab dari tempat kejadian 
perkaralah pihak kepolisian mendapatkan petunjuk yang diperoleh antara 
kesesuaian keterangan saksi satu dengan saksi lainnya, barang bukti, dan korban 
yang ditemukan oleh petugas. Apabila kondisi tempat kejadian perkara saat 
didatangi oleh petugas belum berubah ataupun rusak dan masih dalam keadaan 
status a quo maka dapat dikatakan 90% (sembilan puluh persen) pelaku tindak 
pidana dapat diungkap dan ditemukan, akan tetapi jika keadaan tempat kejadian 
perkara sudah dalam kondisi rusak karena banyaknya warga atau pihak-pihak 
yang tidak berkepentingan masuk kedalam tempat kejadian perkara untuk 
menyaksikan ataupun letak barang bukti sudah berubah ataupun hilang maka 
penanganan tempat kejadian perkara tidak dapat dipungkiri akan berjalan tidak 




Ketika penyidik telah selesai melaksanakan serangkaian tindakan 
penyidikan sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.12 Dapat dikatakan 
penyidik dinyatakan berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal 
melakukan penyidikan dikarenakan telah didapatkannya bukti-bukti yang 
kemudian dikumpulkan dan menemukan tersangkanya sehingga dapat dijadikan 
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pondasi dan dasar untuk dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat 
dan ditandatangani oleh penyidik Polsek Colomadu yang kemudian berkas 
tersebut akan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan 
Negeri Karangayar. 
Untuk itu pengamanan TKP harus dilakukan dengan baik untuk menjaga 
agar TKP tidak rusak atau berubah. Mengapa demikian? Ada dua alasan, yaitu:  
(a)  Karena TKP merupakan gudangnya bahan bukti yang menghubungkan 
dengan pelaku, dan (b) Jika TKP rusak maka tidak dapat dikembalikan pada 
konkondisi awal/ kondisi semula. Maka dapatlah disimpulkan bahwa status a quo 
TKP dapat menjadi titik awal (starting point) pembuktian secara ilmiah dalam 
proses penyidikan perkara pidana.
13
 
Alat bukti yang diajukan penyidik kepada jaksa penuntut umum digunakan 
sebagai dasar dan bahan pendukung dalam menyusun dakwaan dan tuntutan. Jika 
alat bukti yang diajukan tingkat akurasinya tinggi dan dapat diterima serta 
dijelaskan secara ilmiah, maka hal itu akan memudahkan jaksa dalam memberikan 
dakwaan dan tuntutan. Alat bukti yang diterima dari penyidik dan kemudian 
diajukan jaksa di muka sidang pengadilan, dapat mempengaruhi keyakinan hakim 
dalam memutus suatu perkara. Vonis yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa 
inilah yang ditunggu masyarakat pencari keadilan, apakah mampu memenuhi atau 
bahkan melukai rasa keadilan. Tampaklah di sini bahwa pembuktian yang 
berkualitas menunjukkan profesionalitas penyidikan yang akan menentukan 
pemenuhan rasa keadilan dan mempertahankan martabat hukum di mata 
masyarakat. 
3.3.Kendala-Kendala Penyidik dalam Mengamankan dan Melakukan Olah 
Tempat Kejadian Perkara 
Beberapa kendala-kendala yang terjadi pada saat petugas melakukan 
pengamanan dan pengolahan tempat kejadian perkara ketika terjadinya kejahatan 
disebabkan oleh 2 (dua) faktor, diantaranya: 
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Pertama, faktor internal yaitu kendala yang terjadi disebabkan dari dalam 
diri pihak kepolisian itu sendiri dalam hal ini penyidik kepolisian sektor 
colomadu. Kendala tersebut terjadi dikarenakan (a) Penyidik polsek colomadu 
mempunyai kemampuan yang terbatas serta kurangnya pemahaman penyidik 
dalam melaksanakan pengamanan dan pengolahan tempat kejadian perkara serta 
hanya Allah SWT lah yang mempunyai kesempurnaan abadi, sedangkan Penyidik 
juga insan yang penuh keterbatasan serba dengan kekurangan khususnya dalam 
menangani tindak pidana yang banyak dan sering terjadi, beberapa kali penyidik 
menemukan halangan dan rintangan dalam menemukan alat bukti dan barang 
bukti yang digunakan untuk mengungkap pelakunya dan membawanya ke 
persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. (b) Kendala 
selanjutnya adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana, dalam melaksanakan 
pengamanan dan pengolahan tempat kejadian perkara, masalah alat masih selalu 
menjadi kendala dikarenakan peralatan yang dimiliki polsek colomadu sangatlah 
minim dan kurang lengkap maka apabila dalam melaksanakan kegiatan olah 
tempat kejadian perkara penyidik dipandang perlu menggunakan peralatan yang 
canggih, maka akan menghubungi kesatuan diatasnya yaitu Polres Karanganyar 
bahkan Polda Jawa Tengah, salah satunya pada kasus tindak pidana pembunuhan, 
petugas Polsek Colomadu memerlukan alat bantu pelacakan mayat dan 
identifikasi yang disebut Mambis, alat ini digunakan untuk mendeteksi mayat dan 
menemukan sidik jari pada diri korban, alat ini belum ada di Polsek Colomadu 
dan hanya ada dan diinventariskan di Polres Karanganyar dan Polda Jawa Tengah. 
Selanjutnya dalam hal identifikasi ilmiah contohnya uji balistik dan zat-zat ilmiah 
yang perlu membutuhkan pengamatan dan penilitian yang sempurna, maka aka 
meminta bantuan kepada staf laboratorium forensik milik Polda Jawa Tengah.
14
  
Kedua, faktor eksternal yaitu kendala di tempat kejadian perkara yang 
terjadi disebabkan oleh rusaknya TKP atau tempat kejadian perkara dalam kondisi 
tidak a quo. Kendala tersebut dikarenakan (a) Pemahaman masyarakat tentang apa 
yang harus dilakukan apabila terjadi tindak pidana dan kemana harus melaporkan 
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jika terjadi kejahatan dilingkungan sekitar, hal tersebut sangat mempengaruhi 
pihak kepolisian dalam pelaksaan tindakan tanggap gerak cepat ke TKP bahkan 
menghambat kinerja petugas untuk segera datang ke TKP karena keterlambatan 
laporan dari masyarakat. (b) Bisa juga disebabkan masyarakat yang sudah 
mengetahui adanya tindak pidana enggan melapor atau terlambat melapor ke 
pihak kepolisian, sehingga ketika petugas penyidik datang ke tempat kejadian 
perkara masyarakat sudah berkumpul disana yang karena ketidak tahuannya 
memegang benda-benda yang dianggap pihak kepolisian sebagai barang bukti. 
Hal ini menyusahkan penyidik untuk memeriksa dan menganalisa barang bukti 
karena banyaknya sidik jari yang tertinggal berupa sidik jari pelaku dan 
masyarakat (c) Masyarakat awam belum terlalu mengerti pentingnya status a quo 
TKP dalam dilaksanakannya pengamanan dan olah tempat kejadian perkara oleh 
petugasguna kepentingan penyelidikan dan penyidikan (d) Rusaknya status tempat 
kejadian perkara karena barang bukti telah berubah yang disebabkan rasa ingin tau 
masyarakat untuk mendatangi lokasi tempat kejadian perkara sehinghga masuk 






Pertama, perencanaan penanganan tempat kejadian perkara dimulai dari 
Kepala Tim Olah TKP menyusun rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, 
yaitu mengawasi dan mengendalikan tim dalam melakukan pengolahan tempat 
kejadian perkara serta Kepala Tim Olah TKP menunjuk dan membagi tugas 
kepada anggota tim sesuai dengan keahlian masing-masing, dan kemudian semua 
anggota bersama-sama mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan 
penanganan TKP dengan membawa sarana dan prasarana untuk mendukung 
kegiatan tersebut  serta melakukan tindakan-tindakan  terhadap Tempat Kejadian 
Perkara (TKP), korban, saksi, pelaku atau tersangka, dan barang bukti serta 
melakukan pengolahan tempat kejadian perkara yaitu tindakan atau kegiatan-
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kegiatan setelah adanya tindakan pertama di tempat kejadian perkara, yang 
dilakukan dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, dan menganalisa 
mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka 
menurut teori bukti segitiga, yakni adanya korban, barang bukti dan tersangka 
guna memberi arah pada tahap penyidikan selanjutnya dan kemudian mencari 
hubungan antara tersangka, barang bukti, dan memperoleh modus operandi tindak 
pidana yang terjadi.  
Kedua, pengamanan TKP dan olah tempat kejadian perkara merupakan 
salah satu bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan yang 
mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses penyidikan, karena bukti 
yang biasa dijadikan bukti utama oleh penyidik adalah bukti yang diperoleh dari 
tempat dimana tindak pidana terjadi, tempat dimana korban ditemukan, dan 
tempat dimana pelaku ditemukan, serta TKP merupakan gudangnya barang bukti 
dan alat bukti yang menghubungkan pada pelaku sehingga berpengaruh besar 
pada tahap pembuktian. Bahwa pembuktian yang berkualitas menunjukkan 
profesionalitas penyidikan yang akan menentukan pemenuhan rasa keadilan dan 
mempertahankan martabat hukum di mata masyarakat.  
Ketiga, kendala-kendala yang terjadi pada saat petugas melakukan 
pengamanan dan pengolahan tempat kejadian perkara ketika terjadinya kejahatan 
disebabkan oleh 2 (dua) faktor, dan dapat penulis simpulkan, yaitu faktor internal 
yang berkaitan dengan kendala yang terjadi dalam diri petugas kepolisian sendiri 
dan faktor eksternal yaitu kendala yang terjadi di tempat kejadian perkara. 
4.2. Saran 
Pertama, sebaiknya dilakukan penyuluhan terhadap masyarakat secara 
berkala akan pentingnya penanganan tempat kejadian perkara sehingga 
masyarakat dapat bekerjasama dengan pihak penyidik untuk memperoleh hasil 
yang maksimal dalam proses penanganan dan pengolahan tempat kejadian 
perkara.  
Kedua, melakukan pendidikan dasar dan pelatihan-pelatihan tentang 
penanganan tempat kejadian perkara bagi penyidik dan memenuhi sarana dan 
prasarana dalam melakukan penanganan tempat kejadian perkara dengan 
12 
 
demikian diharapkan akan dapat mengurangi kendala penyidik dalam mencari 
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